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P U T U S A N

Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.Sdn

الرحيم    الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sukadana  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  pada  tingkat  pertama  dalam sidang  majelis

telah menjatuhkan putusan perkara  Cerai Talak antara:

Pemohon,   Tempat   Tanggal   Lahir/Umur:   Gunung  Mekar,

02 Februari 1992 (28 Th), Agama: Islam, Pendidikan:

SLTP, Pekerjaan: Tani, Beralamat: di Dusun I, Rt. 002,

Rw.  001,  Desa Gunung Mekar,  Kecamatan Jabung,

Kabupaten  Lampung  Timur,  selanjutnya  disebut

Pemohon, yang  telah  memberikan  Kuasa  Hukum

kepada  Harun  Al  Rasyid,  S.H.,  adalah

Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di  Dusun

VI,  Rt.  018,  Rw.006,  Desa  Pasar  Sukadana,

Kecamatan  Sukadana,  Kabupaten  Lampung  Timur,

berdasarkan  surat  Kuasa  Khusus  tertanggal  18

Januari 2020.

melawan

Termohon,  Tempat Tanggal  Lahir/Umur :  Temanggung, 10 April

1996 (23  Th), Agama:  Islam,  Pendidikan:  SLTP,

Pekerjaan:  Mengurus  rumah  tangga,  Beralamat:di

Dusun  II,  Rt.  005,  Rw.  002,  Desa  Sambirejo,
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Kecamatan  Jabung,  Kabupaten  Lampung  Timur,

selanjutnya disebut Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-

bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  pemohon  berdasarkan  surat

permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Sukadana  dengan  Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.Sdn

tanggal  21  Januari  2020 telah  mengajukan  hal-hal  sebagai

berikut:

1. Bahwa  Pemohon  adalah  suami  sah  Termohon  yang  akad
nikahnya berlangsung  di  Kabupaten Lampung Timur  pada
tanggal 01 Juli 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan
Agama  Kecamatan  Jabung,  Nomor.354/04/VII/2012
Tertanggal 04 Juli 2012;                         

2. Bahwa  sewaktu  menikah  Pemohon  berstatus  Jejaka  dan
Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama
suka;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di
rumah  kediaman  orang  tua  Termohon  di  Desa  Sambirejo
selama 1 (satu) tahun, selanjutnya tinggal dirumah kediaman
orang tua Pemohon di  Desa Gunung Mekar sampai  pisah
rumah; 

4. Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  melakukan
hubungan  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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4.1. xxxxxxxxx7 (tujuh) tahun;

5.  Bahwa  setiap  kali  terjadi  pertengkaran  antara  Pemohon
dengan  Termohon,  Termohon  sering  mengatakan  kata  kata
yang menyakitkan hati  Pemohon,  bahkan Termohon pernah
pula menyatakan akan bercerai dari Pemohon;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018
rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai  goyah,  selalu
diwarnai  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus.
Adapun yang menjadi penyebabnya adalah : 

6.  1.  Termohon  sering  meminta  uang  belanja  yang  lebih
terhadap Pemohon;

6. 2. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa  puncak  ketidak  harmonisan  rumah  tangga  antara
Pemohon  dan  Termohon  terjadi  pada bulan Maret 2019,
yang  menjadi  penyebabnya  adalah  Termohon  masih  saja
sering meminta uang belanja yang lebih terhadap Pemohon,
ketika  Pemohon  menjelaskan  bahwa  Pemohon  memiliki
penghasilan yang pas-pasan, justru Temohon marah-marah,
terjadilah  pertengkaran  yang  cukup  hebat  antara  Pemohon
dengan  Termohon,  lalu  Termohon  pulang  kerumah  orang
tuanya  di  Desa  Sambirejo,  sejak  saat  itu  antara  Pemohon
dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu
sama lainnya sampai saat ini kurang lebih sudah 10 (sepuluh)
bulan lamanya;

8.  Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan cara
bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa  dengan  adanya  hal-hal  tersebut  diatas,  maka
Pemohon  merasa  sulit  untuk  mempertahankan  ikatan
pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam
rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
warahmah tidak  akan  terwujud,  oleh  karenanya  Pemohon
telah  berketetapan  hati  untuk  menceraikan  Termohon  ke
Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan  dalil  dalil  diatas,  Penggugat  mohon  kepada
Ketua  Pengadilan  Agama  Sukadana  dalam  hal  ini  Majelis
Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  kiranya
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berkenan  memberikan   putusan  yang  amarnya  berbunyi,
sebagai berikut : 

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap Termohon (Termohon)  di depan  sidang

Pengadilan Agama  Sukadana;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang

menghadap  di  persidangan,  akan  tetapi  termohon  telah  tidak  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor

0147/Pdt.G/2020/PA.Sdn., Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasihati  Pemohon  agar  tidak

melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian

dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan bukti-bukti berupa:

A.--------------------------------------------------------------------------Bukti tertulis:
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1. Fotokopi  Surat  Keterangan  Domisili  Nomor  :

470/022/2004/03/2020 tertanggal 24 Januari 2020, telah bermaterai

cukup  dan  dicocokkan dengan aslinya  ternyata  sama,  kemudian

diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Jabung,  Nomor.354/04/VII/2012   Tertanggal  04  Juli

2012, telah  bermaterai  cukup  dan  dicocokkan  dengan  aslinya

ternyata sama, kemudian diberi kode bukti P.2;

B.---------------------------------------------------------------------------Saksi-saksi:

1. Saksi  1,  Umur  56  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  tani, bertempat

tinggal  di  Kecamatan  Jabung,  Kabupaten  Lampung  Timur, selaku

Tetangga Pemohon;

Bahwa  Saksi  telah  disumpah  menurut  ajaran  agama  Islam,  dan

memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  menikah  pada  bulan Juli

tahun 2012 di Jabung; 

- Bahwa  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  dikaruniai  1

anak; 

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon  sejak Maret

tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Termohon  sering  meminta  uang  belanja  yang  lebih  terhadap

Pemohon, dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang

jelas;
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- Bahwa  sejak  bulan  Maret   tahun  2019  Pemohon  dengan

Termohon telah berpisah rumah serta tidak pernah kembali lagi; 

- Bahwa  keluarga  pernah  merukunkan  Pemohon  dengan

Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi  2,  Umur  71  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  tani, bertempat

tinggal  di  Kecamatan  Jabung,  Kabupaten  Lampung  Timur,  selaku

Tetangga Pemohon;

Bahwa  Saksi  telah  disumpah  menurut  ajaran  agama  Islam,  dan

memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  menikah  pada  bulan Juli

tahun 2012 di Jabung; 

- Bahwa  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  dikaruniai  1

anak; 

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon  sejak Maret

tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Termohon  sering  meminta  uang  belanja  yang  lebih  terhadap

Pemohon, dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang

jelas;

- Bahwa  sejak  bulan  Maret   tahun  2019  Pemohon  dengan

Termohon telah berpisah rumah serta tidak pernah kembali lagi; 

- Bahwa  keluarga  pernah  merukunkan  Pemohon  dengan

Termohon, namun tidak berhasil;
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Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan

telah cukup; 

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan

yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu

apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa  selain  uraian  dalam  putusan  ini  Majelis  Hakim  juga

menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

yang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

  PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1 Pemohon  bertempat

tinggal sebagaimana  tersebut  pada  surat  permohonan Pemohon, yang

merupakan  daerah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Sukadana,  oleh

karenanya sesuai  ketentuan  Pasal  66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana  yang telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah menjadi

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Pengadilan  Agama Sukadana

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami

sah dari  Termohon berdasarkan bukti P.2 berupa  Fotokopi Kutipan Akta

Nikah merupakan akta  otentik  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian

sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara  Pemohon dan Termohon
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terikat dalam perkawinan yang sah secara islam, maka Pemohon memiliki

Legal  standing  untuk  mengajukan  permohonan  cerai  talak  terhadap

Termohon;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sudah  berupaya  secara

maksimal  menasehati  Pemohon  agar  bersabar  dan  mengurungkan

kehendaknya  untuk  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  tidak  berhasil

karena Pemohon tetap ingin mentalak Termohon;

Menimbang,  bahwa pihak  Termohon  telah  dipanggil  dengan  sah

dan  patut  untuk  hadir  di  persidangan,  tetapi  tidak  pernah  hadir  di

persidangan dan tidak menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon

tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah,  maka  Termohon  harus

dinyatakan  tidak  hadir,  maka  berdasarkan  Pasal  149  ayat  (1)  RBg,

perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang,  bahwa  dengan  tidak  hadirnya  Termohon  sehingga

tidak dapat didengar jawaban Termohon, maka atas kehendaknya sendiri

Termohon telah menghilangkan haknya untuk menjawab dalil permohonan

Pemohon  dan  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  dalil  permohonan

Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  Pemohon  serta

keterangan  saksi-saksi  yang  diajukan  Pemohon,  yang  keterangannya

sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan

lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai  keterangan yang

menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun
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sejak  Maret  tahun  2018 disebabkan  Termohon  sering  meminta  uang

belanja yang lebih terhadap Pemohon, dan Termohon sering marah-marah

tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut  adalah fakta

yang didengar dan dialami sendiri  dan relevan dengan dalil  yang harus

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308

Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  maka

Majelis  Hakim  telah  dapat  menemukan  fakta  di  persidangan,  bahwa

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan

lagi, terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak

bulan  Maret  tahun  2018 disebabkan  Termohon  sering  meminta  uang

belanja yang lebih terhadap Pemohon, dan Termohon sering marah-marah

tanpa  alasan  yang  jelas,  sedangkan  sejak  bulan  Maret  tahun  2019,

Pemohon dengan Termohon  telah berpisah  rumah,  sehingga tidak  ada

keinginan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal

39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Pasal  19   (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto Pasal 116 (f) Kompilasi

Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  terakhir

telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.  Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak

Satu  Raj'i   terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Sukadana;

4.  Membebankan kepada Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.666.000,- (Enam Ratus Enam puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada Hari  Rabu tanggal  26

Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal  02 Rajab 1441 Hijriah,

oleh  kami  H.M.  Kusen  Raharjo,  S.H.I.,  M.A.,  sebagai  Hakim  Ketua

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I. masing-masing

sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sawaludin Wahid, S.Ag

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon,  tanpa hadirnya

Termohon.

Hakim Anggota I, Hakim Ketua,
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         Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota II,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sawaludin Wahid, S.Ag.

Perincian biaya perkara:
- 1 Pendaftaran Rp     30.000,00

-
2

ATK Rp     50.000,00

-
3

Panggilan 
PNBP Pggl

Rp   400.000,00
Rp     20.000,00

-
4

Redaksi Rp     10.000,00

-
5

Meterai Rp       6.000,00

J u m l a h Rp   666.000,00
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